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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisa Perbandingan Struktur Penyajian 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM dengan Laporan Keuangan Pada 

Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dibentuk dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup para karyawan yang tergabung dalam 

keanggotaan koperasi, oleh sebab itu Koperasi Karyawan Sejahtera 

Bersama terus berusaha meningkatkan laba yang diperoleh untuk 

mencegah penurunan SHU yang dibagikan setiap tahunnya. 

2. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan 

menengah. Dengan begitu, SAK EMKM diharapkan dapat membantu 

memudahkan entitas dalam penyusunan laporan keuangannya. 

3. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama telah memenuhi kategori sebagai 

bentuk usaha entitas mikro, kecil dan menengah, karena itu koperasi dapat 

menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman akuntansi keuangannya. Hal 

ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi 

yang menyatakan bahwa dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan usaha koperasi mengikuti SAK yang berl aku.  
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4. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama sudah membuat laporan keuangan 

dalam bentuk LPJ pengurus kepada para anggota, namun laporan 

keuangan itu hanya terdiri hanya neraca dan laporan laba rugi, dan tidak 

menyajikan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan 

pernyataan SAK EMKM (2018:8) paragraf 3.9 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan entitas minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat 

dikatakan, bahwa laporan keuangan Koperasi Karyawan Sejahtera 

Bersama belum sesuai dengan SAK EMKM 

5. Sebagian besar klasifikasi struktur penyajian komponen keuangan dalam 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada Koperasi Karyawan 

Sejahtera Bersama telah mengacu pada SAK EMKM, walaupun begitu 

koperasi masih menggunakan istilah “Neraca” dan belum menggunakan 

memakai istilah “Laporan Posisi Keuangan”.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan, beberapa kesimpulan serta 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan 

sebagai berikut: 

1. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dapat menambah jumlah 

keanggotaan koperasi misalnya, dari para warga disekitarnya. Dengan 

demikian, diharapkan pendapatan koperasi dari unit simpan pinjam dapat 

meningkat, sehingga hal ini juga dapat membuat laba meningkat.  
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2. Pengurus Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dapat lebih dalam 

mempelajari tentang SAK EMKM, sehingga laporan keuangan yang 

disajikan lebih wajar karena berisikan informasi yang relevan, representasi, 

keterbandingan, dan keterpahaman. 

3. SAK EMKM tidak begitu rumit untuk diterapkan oleh Koperasi Karyawan 

Sejahtera Bersama, karena secara garis besar komponen keuangan dalam 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi koperasi telah sesuai dengan 

SAK EMKM, pengurus koperasi hanya perlu menyusun kembali laporan 

keuangan sesuai ilustratif yang digambarkan oleh SAK EMKM 

4. Pengurus koperasi dapat melengkapi catatan atas laporan keuangan dengan 

merincikan pos-pos keuangan yang disajikan dalam neraca dan laba rugi, 

hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan 

dalam memahami laporan keuangan tersebut.  

5. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa struktur penyajian laporan 

keuangan pada Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama menurut SAK 

EMKM, serta memberikan gambaran penyajian laporan keuangan menurut 

SAK EMKM, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya, bisa 

merekonstruksi sistem akutansi, kebijakan akuntansi, dan penyusunan 

laporan keuangan agar lebih lengkap dan lebih memberikan hasil yang baik. 
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